
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Peranan 

Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang yang 

menempati  suatu posisi didalam status sosial. Peranan merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dan apabila seseorang 

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukanya maka ia 

menjalankan suatu peranan Menurut Kamus Bahasa Indonesia peranan adalah 

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. Menurut Bruce J. Coben peranan ialah perilaku yang diharapkan oleh orang 

lain dari seseorang yang 

menduduki status tertentu. 

 

Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perilaku seseorang dan juga 

peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku 

sendiri dengan perilaku orang lain dalam masyarakat. Peranan yang melekat pada diri 

seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan 

kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat menunjukan tempat 

individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian 

diri dan sebagai suatu proses. 
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B. Tinjauan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut W.Y.S

Poerwadarmita yaitu sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.

2. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan

yang tertinggi

yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

3. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

4. Samual Edward Finer  mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti

luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas. Maka

tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti

luas dan sempit, yaitu:

1. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh

Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam

rangka mencapai

tujuan Negara.

2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang

dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai

tujuan Pemerintahan Negara.
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Sedangkan menurut Inu Kencana Syafie yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya 

yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam 

arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, 

ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau 

kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan 

Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang. Ketiga, harus mempunyai 

kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka 

membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelengggarakan peraturan, hal tersebut 

dalam rangka kepentingan Negara”. Pendapat lain menurut H Muhammad Rohidin 

Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, 

pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut: 

“Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud 

menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, 

badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”. Berdasarkan uraian di 

atas, maka menurut peneliti Pemerintahan sebagai sekumpulan orang- orang yang 

mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi 

pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka 

ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai 

kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat 

dan negara. Kegiatan pembangunan nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan 

dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat 

Pemerintah Desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat 

desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti misalnya masalah 

pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan 

structural ataupun keterbelakangan pendidikan. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa 
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meskipun desa memiliki dua sumber daya penting yaitu sumber daya manusia dan 

sumber daya alam, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah 

potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan nyata guna memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Desa tidak lagi mampu menjadi tempat hidup dan penghidupan yang layak bagi 

warganya. Indikatornya ialah semakin banyaknya warga desa yang bermigrasi ke kota-

kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pemerintah Desa yang diberi 

kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. 

Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua yaitu antara bentuk organisasi 

pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang 

memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi 

rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian 

kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa. Karena organisasi Pemerintah Desa 

semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, maka terjadilah 

pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang relatif lambat, bahkan disana sini terjadi 

kemandegan. Untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat desa seringkali hanya 

menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri 

kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin 

tergantung pada pihak luar desa. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu 

Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan Desa menurut  HAW. Widjaja dalam 

bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai: “Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, 

sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa 

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. Berdasarkan di atas, 
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penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan dari 

kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang 

kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar 

maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sebagai konsekuensi Negara hukum, 

perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindaklanjuti dengan 

perubahan peraturan perUndang-Undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan 

dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur Desa. Uniformitas yang 

diregulasi oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1979 selama dua dekade, direformasi 

melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang memberikan peluang kehidupan lebih 

demokrasi pada tataran struktur pemerintahan paling depan tersebut. Selanjutnya dengan 

diterapkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan 

Desa. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang 

Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah 

setahun berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Namun kelambatan pada proses 

penetapan regulasi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran praksis di 

lapangan. Belum lagi resistensi yang terjadi terhadap beberapa substansi peraturan 

tersebut, menimbulkan riak gejolak di tengah masyarakat. Masalah masa jabatan Kepala 

Desa serta proses pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, 

peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa yang berubah menjadi Badan Permusyawaratan 

Desa, pengisian jabatan Sekretaris Desa dari PNS, serta sumber pendapatan desa yang 

berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, merupakan titik-titik 

rawan yang tidak menutup kemungkinan senantiasa memicu permasalahan kecil hingga 

menjadi permasalahan pelik dan konflik. Permasalahan yang tentunya menjadi hambatan 
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dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mengemban misi mensejahterakan 

masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Desa 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. A.W. Widjaja mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatauan masyarakat termasuk didalamnya 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung 

di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan 

Negara Kestauan Republik Indonesia. Menurut Bintarto, seperti dikutip oleh Sadu 

Wasistiono dan M.Irwan Tahir, Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari 

perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkunganya. Hasil dari 

perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisiografi, social ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar 

unsure tersebut dan juga dalam hubunganya dengan daerah lain. Kebanyakan orang 

memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang 

terbelakang dari kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat 

pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya disektor pertanian. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa dibentuk atas 

prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.Desa dapat melakukan 

perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta 

benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Desa memilki 
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sumber pembiayaan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota, 

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari 

pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka 

melaksanakan usrusan pemerintahan dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang 

tidak mengikat. 

 

C. Ciri-Ciri Desa 

Menurut Sadu Wasistiono dan M.Irwan Tahir ciri-ciri desa secara umum antara lain : 

1. Desa umumnya terletak di atau sangat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut 

pandang ekonomi); 

2. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi Kegiatan 

ekonomi dominan ; 

3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya; 

4. Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan 

pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”; 

5. Kontrol social lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat 

personal dalam bentuk tatap muka; dan 

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang 

relative lebih ketat dari pada kota. 

 

D. Syarat Pembentukan Desa 

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa harus 

memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Dalam 

Negeri Nomor 28 Tahun 2006 sebagai berikut: 
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a. Jumlah penduduk, yaitu:  

1) Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK; 

2) Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan 

3) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 

KK. 

b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan 

masyarakat 

c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; 

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan 

kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; 

e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; 

f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah;  dan 

g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa 

dan  perhubungan. 

 

E. Tata cara Pembentukan Desa 

 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat 

istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat 

dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 

tahun. Untuk pembentukan desa ada beberapa tatacara yang tercantum dalam Peraturan 

Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 sebagai berikut: 

a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa. 
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b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala 

desa.  

c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul 

masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan 

dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa.  

d. Kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada bupati/walikota 

melalui camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah 

administrasi desa yang akan dibentuk.  

e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, buapati/walikota 

menugaskan tim kabupaten/kota bersama tim kecamatan unruk melakukan 

observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan 

rekomendasi kepada bupati atau walikota.  

f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, 

bupati atau walikota menyiapkan rancangan perda tentang pembentukan 

desa. Penyiapan rancangan perda tentang pembentukan desa harus 

melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat 

ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang dibentuk.  

g. Bupati/walikota mengajukan rancangan perda tentang pembentukan desa 

hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada 

DPRD dalam forum paripurna DPRD.  

h. DPRD bersama bupati/walikota melakukan pembahasan tentang rancangan 

perda tentang pembentukan desa, dan apabila diperlukan dapat 

mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat.  



16 
 

i. Rancangan perda tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama 

oleh DPRD dan Bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 

bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.  

j. Penyampaian rancangan perda tentang pembentukan desa disampaikan oleh 

pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama.  

k. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa ditetapkan 

bupati/walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan 

tersebut disetujui bersama.  

l. Sekretaris daerah mengundangkan peraturan daerah tersebut dalam lembaran 

daerah. 

 

F. Pengertian Kepala Desa 

Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri 

dari sekretaris desa dan perangkat desa lainya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri 

sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari 

calon yang memenuhi syarat. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan 

dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh 

bupati. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

dengan satu kali masa jabatan berikutnya. Menurut Sadu Wasistiono dan M.Irwan Tahir. 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang 

yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan PERDES, menetapkan PERDES yang 

telah mendapat persetujuan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat dan 
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perekonomian Desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk 

menjadi kepala desa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantarnya mengenai 

pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau memiliki penegetahuan sederajat SLTP dan 

berumur sekurang-kurangnya 25 tahun. Bagi PNS yang ingin menjadi Kepala Desa atau 

Perangkat Desa tidak harus keluar dari PNS. Bahkan, selama menjadi Kades/Perangkat 

Desa masih berhak gaji rutin. Dan ketika masa jabatannya habis, berhak kemabali 

menjadi PNS. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml 

Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih 

Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih dan diangkat Menjadi Perangkat Desa. Isi Keputusan 

Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain 

adalah: 

 

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU 

43/1999, Pasal 1 ayat (1) 

2. Pegawai Negeri Sipil yang dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa atau 

Perangkat Desa adalah Pegawai Negeri Sipil warga masyarakat yang mengenal 

daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat (Pasal 2)  

3. Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil 

disamping memenuhi ketentuan pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999, juga harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya 

(Pasal 3 ayat (1) 
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4. Pimpinan instansi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: (a). 

Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal 

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat; (b). 

Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi; (c). 

Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota; 

(d). Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi 

Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal (Pasal 3 ayat (2)  

 

5. (Pasal 97 UU Nomor 22/1999) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah 

penduduk 

Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang 

mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI 

dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; 

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

dan/atau berpengetahuan yang sederajat; 

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun; 

f. sehat jasmani dan rohani; 

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; 

h. berkelakuan baik, jujur, dan adil; 

i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; 

j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
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k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat; 

l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa; dan 

m. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur 

dalam Peraturan Daerah. 

6. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipilih 

menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan 

untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa 

atau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (Pasal 4)  

7. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala 

Desa atau 

Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan 

Bupati (Pasal 10 ayat (1)) 

8. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat 

kembali dalam jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan (Pasal 10 ayat (2). 

 

Kepala desa juga mempunyai tugas dan wewenang dan kewajiban: 

1. Memimpin penyelenggaran pemerintahan desa. 

2. Membina masyarakat desa dalam bidang sosial, ekonomi dan lain-lain. 

3. Memelihara ketertiban dan keamanan, mendamaikan perselisihan masyarakat. 

4. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan dan tugas-tugas yang ditetapkan 

dalam perundang-undangan. 

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Kewajiban kepala Desa : 

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang 

Dasar 

2. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara 

keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 

6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme ; 

7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ; 

8. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ; 

9. Menyelenggarkan administrasi pemerintahan desa yang baik ; 

10. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; 

11. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 

12. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa; 

13. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 

14. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat 

istiadat; 

15. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; 

16. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. 

17. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

bupati/walikota. 



21 
 

18. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. 

 

Ada beberapa hal kegiatan kepala desa yang dilarang, yaitu: 

a. Menjadi pengurus partai politik 

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ anggota BPD, dan lembaga 

kemasyarakatan di desa bersangkutan  

c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD 

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan 

kepala daerah. 

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan 

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain 

f. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menrima uang, barang dan/atau jasa 

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukanya. 

g. Menyalahgunakan wewenang, dan 

h. Melanggar sumpah/janji jabatan. 


